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Abstrak  
 
Pendidikan tinggi perlu menyelaraskan perkembangan ilmu yang  sangat cepat ketika terjadi globalisasi. 
Kerjasama diperlukan agar bisa meningkatkan kinerja masing-masing PT dengan prinsip kesetaraan, 
saling menghormati, dan saling menguntungkan; memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum 
internasional; serta tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan 
keamanan nasional. Dengan demikian akan terjadi knowledge based society dengan berlandaskan pada 
knowledge management. 
 
Latar Belakang Masalah 
Era globalisasi  sebagai salah karakter abad ini memberi peluang kebebasan kepada segala sektor 
kehidupan untuk saling mengakses,  mempengaruhi, bekerja sama sekaligus saling  berebut dan bersaing. 
Perdagangan bebas (free trade)  yang telah dicanangkan  akan menyeret manusia  baik sebagai individu, 
kelompok bisnis, kaum industriawan  bahkan negara  untuk berkompetisi guna memenangkan perebutan 
kehidupan. Untuk usaha ini  muncullah forum-forum  kerja sama dalam berbagai bidang  kehidupan  yang 
dimaksudkan untuk menggalang kekuatan  dalam memenangkan persaingan sekaligus membendung efek-
efek  yang merugikan.  
Globalisasi sering dikatakan sebagai fenomena yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, 
siap atau tidak siap akan dihadapi setiap negara dalam era globalisasi. Kompetisi dalam era globalisasi 
didasarkan pada keunggulan absolut yang tidak dapat dikendalikan atau diatur oleh pihak manapun. 
Sedangkan internasionalisasi merupakan kegiatan atas dasar kesadaran masing-masing, atas dasar suka 
rela, atas dasar pilihan tertentu bukan tindakan yang terpaksa. Kompetisi dalam perdagangan intenasional 
lebih didasarkan kepada keunggulan kompetitif dengan aturan yang diatur atas dasar kesepatan pihak-
pihak yang terkait. Benang merahnya globalisasi memerlukan keunggulan dan kompetisi serta  berkaitan 
dengan kerjasama. 
 
Globalisasi Dalam Konteks Teoritik 
Globalisasi terjadi karena tiga kekuatan besar, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan 
kekuatan sosiokultural. Tiga kekuatan ini berpusat pada ego. Kesemuanya mempegaruhi pendidikan 
tinggi di era global. Gambarannya sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1: Sketsa Teoritis Kekuatan Globalisasi yang Berpengaruh pada Perguruan Tinggi 
 
Pergaulan internasional antar lembaga perguruan tinggi dalam konteks 
diperlukan untuk meningkatkan mutu. Ada 5 Strategi yang ditawarkan Universitas Tokyo (Akbar 
Zolfaghari, Mohammad Shatar Sabran, Ali Zolfaghari, 2009: 4
tinggi die ra globalisasi: 
1. Provision of an internationally high standard of education;
2. Enhancement of research activities through strengthening international research networks;
3. Promoting cooperation with international society;
4. Improvement of infrastructure to promote “internal internationalization”;
5. Formulation of a long-term internationalization plan
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PT harus menyesuaikan ketentuan standar yang tinggi 
dari pendidikan internasional;  peningkatan aktivitas penelitian melalui penguatan jaringan penelitian 
internasional; mempromosikan kerjasama dengan masyarakat internasional; peningkatan infrastruktur 
untuk mempromosikan “internationalisasi internal”; serta memformulasi satu rencana jangka panjang 
internationalisasi. 
Kelima strategi tersebut untuk memacu model pendidik
globalisasi.  Model secara riil adalah sebagai berikut:
 
 
Tabel  1.  Model Pendidikan di Era GATS
Category of 
education 
service 
Cross border 
supply
1.Primary 
education: 
  
2.Secondary   
-5) dalam meningkatkan mutu perguruan 
 
 
 
an tinggi yang adaptif terhadap 
 
 
 
 
 
 
 
Consumption 
abroad 
Commercial 
presence 
Presence of 
natural 
persons
Children 
attending 
classes abroad 
(frontier 
towns) 
Twinning 
arrangements 
Teachers 
travelling to 
foreign 
country to 
Students Twinning Teachers 
 
globalisasi mutlak 
 
 
 
teach 
education: attending 
summer 
school/ 
language 
courses etc. 
Abroad 
arrangements travelling to 
foreign 
country to 
teach 
3.Higher 
education: 
E-education; 
virtual 
universities 
Students 
studying in 
another 
country 
Branch or 
satellite 
campus; 
franchising; 
twinning 
arrangements 
Teachers 
travelling to 
foreign 
country to 
teach 
4.Adult 
education: 
Internationally 
providing 
Language 
schools 
  
Attending 
classes abroad 
Branch or 
satellite 
schools; 
franchising; 
twinning 
arrangements 
Teachers 
travelling to 
foreign 
country to 
teach 
5.Other 
education: 
      Teachers 
travelling to 
foreign 
country to 
teach 
  
Tabel tersebut menunjukkan bahwa di era globalisasi pendidikan melalui GATS yang terbanyak 
pada model di perguruan tinggi dan pendidikan orang dewasa. Untuk pendidikan tinggi meliputi 
pendidikan elektronik (universitas virtual/e-education), mahasiswa belajar di sebuah negara lain, kampus 
cabang/kampus satelit/model franchising/program kembar, dan dosen/guru mengajar di luar negeri. 
Model yang terakhir semua kategori pendidikan memiliki kesamaan, baik di pendidikan dasar, menengah, 
tinggi, orang dewasa, dan pendidikan lain. 
 
 
 
Kerjasama Antar Perguruan Tinggi: Telaah Teoritik 
Era pesaingan di era globalisasi mesti direspon positif  oleh  perguruan tinggi  dalam bentuk sikap 
berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas layanan. Agar tetap eksis dan bekembang, perguruan tinggi  
harus secara teratur mengevaluasi dan waspada terhadap beragam perubahan dan perkembangan yang 
terjadi , baik perubahan internal maupun eksktekrnal.  
Wilen-Daugenti and McKee. (2008) yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan terutama 
perguruan tinggi di era globalisasi menghadapi 12 kecenderungan kunci – yang akan dan sedang 
berlangsung – untuk tahun 2008 dan 2009, yaitu: 
1. Evergreen students 
2. Globalization 
3. Technical and information literacy 
4. Enrollment, retention, and branding 
5. Mobility 
6. Safety and security 
7. Pedagogical centers and innovative campus commons 
8. Evolution of teaching and learning 
9. Collaboration 
10. Strategic plans and technology 
11. Edutainment 
12. Green 
Dua belas kecenderungan kunci tersebut ada satu kecenderungan kunci yang paling 
menguntungkan yaitu kerjasama (kolaborasi). Kerjasama adalah sebuah atribut pembeda dari pendidikan 
tinggi. Universitas sedang mencari jalan untuk memudahkan kerjasama dan kemitraan dengan sektor 
swasta, alumni maupun lembaga lainnya baik dalam maupun luar negeri.   
 
Kebijakan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia 
Sejak tahun 2003, Direktorat Jendral  Pendidikan Tinggi menyusun strategi Pengembangan 
Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (Higher Education Long Term Strategy, HELTS) 2003-2010. Kata 
kunci dari strategi tersebut adalah penempatan perguruan tinggi sebagai kunci untuk memperkuat daya 
saing bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan tinggi agar mampu mengembangkan potensi 
mahasiswa secara optimal. Untuk bisa melaksanakan peran tersebut serta lebih cepat dan fleksibel 
mengantisipasi perubahan yang terjadi, perguruan tinggi harus otonom dan memiliki tata kelola yang 
sehat. Daya saing perguruan tinggi didorong melalui kemandiriannya dalam mengembangkan program, 
memobilisasi sumberdaya secara optimal serta mendayagunakan-nya secara efisien dan efektif. 
Kemitraan dan kerjasama antar perguruan tinggi didorong untuk menciptakan sinergi yang sehat dan 
kompetitif. Melalui kemitraan tersebut diharapkan akan terjadi resource sharing di antara perguruan 
tinggi yang berkolaborasi. Tanpa adanya kemitraan maka yang terjadi justru mobilitas mahasiswa negara 
berkembang (termasuk Indonesia) ke luar negeri, seperti Eropa Barat, Australia, Amerika Serikat, dan 
lainnya.  
Untuk menghindari adanya capital filght, Indonesia telah membuat kebijakan tentang kerjasama 
perguruan tinggi baik dengan dalam maupun luar negeri, yaitu  Keputusan Menteri Pendidikan Dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/U/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan 
Dan Kebudayaan Nomor 0183/U/1992 Tentang Syarat Dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk 
Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia, Keputusan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia  No. 223/U/1998  tentang  Kerjasama antar Perguruan Tinggi, UU No. 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, , Keputusan Menteri Perdagangan Tahun 2005 
tentang implementasi GATS di sektor pendidikan di Indonesia, Impelementasi yang lebih kongkrit, 
Presiden RI pada tanggal 16 November 2007 telah mengeluarkan PP No 103 tahun 2007 tentang 
pengesahan Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher 
Education in Asia and the Pacific dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.26 Tahun 2007 tentang 
Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. 
 
Detil Kebijakan Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia 
Operasionalisasi kerjasama antar perguruan tinggi telah dibuat kebijakannya oleh Menteri 
Pendidikan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224 
/U/1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0183/U/1992 
Tentang Syarat Dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing Untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan 
Tinggi Di Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang mahasiswa luar negeri yang akan melanjutkan 
pendidikan di PT Indonesia. Diantaranya yang paling urgen adalah mengatur tentang Prosedur bagi warga 
negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi meliputi:  
a. melamar langsung kepada perguruan tinggi yang dituju; 
b. dengan surat keterangan atau pernyataan penerimaan dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, warga negara asing yang bersangkutan mengurus visa ke Kedutaan Besar Republik 
Indonesia di tempat asal yang bersangkutan; 
c. atase pendidikan dan kebudayaan setempat melaporkan warga negara asing yang telah mendapat visa 
sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Pendidikan 
Tinggi; 
d. setelah mahasiswa warga negara asing berada di Indonesia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan 
kesesuaian dengan persyaratan lain tentang ijin tinggal bagi orang asing;  
e. Perpanjangan visa dilakukan secara berkala sesuai dengan lama belajar dari program studi yang 
diikuti, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. (Pasal 3) 
Peraturan di atas menegaskan betapa mudahnya seorang mahasiswa asing menjadi mahasiswa di 
PT Indonesia serta menjadi warganegara sementara. Tetapi aturan yang mengatur tentang kenyamanannya 
tinggal di Indonesia belum diatur secara terstandar,  seperti tarif kost (kontrak rumah) untuk tinggal 
sementara, transprotasi, makan, dan lainnya. Hal ini perlu diperhatikan karena di bidang pariwisata 
memiliki keluhan yang sama, sehingga para wisatawan kurang nyaman karena pemberlakuan biaya yang 
berbeda ketika melakuakn transaksi apapun di daerah wisata. Kalau hal ini tidak dipikirkan dan tidak 
diperhatikan, maka bisa saja ini tidak menjadikan orang tertarik untuk mengambil pendidikan di 
Indonesia.    
Kebijakan lain yang mengatur kerjasama adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia  No. 223/U/1998  tentang  Kerjasama antar Perguruan Tinggi. Pembuatan keputusan 
ini mempertimbangkan    beberapa hal, diantaranya yaitu: meningkatnya hubungan kerjasama antar 
perguruan tinggi akibat pengaruh era globalisasi perlu mengatur hubungan perguruan tinggi dengan 
perguruan tinggi atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. Pada Pasal 1, menyebutkan yang 
dimaksud dengan : Kerjasama adalah kerjasama perguruan tinggi dengan: perguruan tinggi lain di dalam 
negeri; lembaga lain di dalam negeri; perguruan tinggi di luar negeri; dan lembaga lain di luar negeri. 
Tujuan dari kerjasama ini menurut Pasal  2 adalah saling meningkatkan dan mengembangkan 
kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan 
mengembangkan i1mu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Kerjasamanya meliputi:  
1. kegiatan pengelolaan perguruan tinggi; 
2. kegiatan pendidikan; 
3. kegiatan penelitian; 
4. kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (Pasal 3) 
Bentuk kegiatannya adalah: 
1. kontrak manajemen;  
2. program kembaran;  
3. penelitian;  
4. pengabdian kepada masyarakat;  
5. tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;  
6. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;  
7. program pemindahan kredit;  
8. penerbitan bersama karya ilmiah;  
9. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain;  
10. lain-lain yang dianggap perlu. 
Peraturan di atas diperbaiki oleh pemerintah melalui Permendiknas No. 26 Tahun 2007 tentang 
Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri. 
Peraturan ini agak berbeda dengan peraturan sebelumnya terutama berkaitan dengan tujuan. Tujuan dari 
kerjasama dari perspektif aturan ini adakah untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi (Pasal 3). Pasal 
tersebut menunjukkan bahwa sebuah kerjasama harus bisa meningkatkan kinerja masing-masing lembaga. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerjasama antar lembaga harus mendasarkan pada prinsip sebagai 
berikut: 
1. Kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; 
2. Memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional; dan 
3. Tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan keamanan nasional 
(Pasal 4). 
Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kerjasama harus bersifat satu koordinat bukan sub-ordinat 
serta bersinergi. Agar terjadi sifat semacam itu, maka diatur pada  pasal 8 yang berbunyi: 
1. Kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan lembaga lain di luar negeri dapat berbentuk: 
a. Magang; 
b. Beasiswa; 
c. Penelitian; 
d. Pemanfaatan bersama sumber daya; 
e. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmah atau kegiatan ilmiah lain; 
f. Penerbitan bersama karya ilmiah; dan/atau 
g. Bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi. 
2. Bentuk kerja sama perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pimpinan 
perguruan tinggi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. 
Pasal di atas mengatur segala aspek operasional PT, sehingga bisa merealisir semangat dari 
peraturan yang ada yaitu sesuai dengan prinsipnya: kesetaraan, saling menghormati, dan saling 
menguntungkan. Koordinat yang sama menjadikan aturan ini lebih menegaskan tentang kerjasama di 
semua bidang pada perguruan tinggi. 
Bentuk kerjasama diantaranya adalah: 
1. Kontrak manajemen dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri 
dengan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah ada atau dengan mendirikan perguruan tinggi baru 
secara bersama-sama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Pembentukan perguruan tinggi baru sebagaimana dimaksud wajib memenuhi 
persyaratan pendirian dan penyelenggaraan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi sebagaimana 
dimaksud selain memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi 
dari perguruan tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, 
profesi, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi asing mitra kerja sama (Pasal 10).  
2. Program kembaran dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri yang program studinya 
harus telah terakreditasi di Indonesia atau di negara yang bersangkutan dengan perguruan tinggi di 
Indonesia yang memilki program studi yang sama, agar lulusannya diakui sama. Untuk memperoleh 
ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di Indonesia, mahasiswa harus telah 
menempuh beban studi paling sedikit 50% dari beban studi yang dipersyaratkan. Lulusan perguruan 
tinggi program kembaran selain memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari Perguruan 
Tinggi di Indonesia dapat memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di 
luar negeri (Pasal 11).  
3. Program gelar ganda (dual degree) dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dan 
perguruan tinggi di Indonesia untuk program studi berbeda pada pendidikan akademik dan/atau 
vokasi. Untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi, program studi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75%. Lulusan program gelar 
ganda (dual degree), memperoleh ijazah, gelar akademik, dan/atau vokasi dari perguruan tinggi di 
Indonesia dan perguruan tinggi lain di luar negeri (Pasal 12).  
4. Program pemindahan kredit dilakukan bersama oleh perguruan tinggi di luar negeri dengan perguruan 
tinggi di Indonesia yang program studinya telah terakreditasi di Indonesia dan di negara yang 
bersangkutan. Program pemindahan kredit dilakukan dengan mengakui kredit yang diperoleh melalui 
kegiatan akademik pada masing-masing perguruan tinggi (Pasal 13). 
Hal tersebut di atas terjadi juga sebagai sebuah konsekuensi dari ketentuan Undang-undang 
Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 65 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Lembaga Negara Lain, maka perguruan tinggi asing dapat 
menyelenggarakan pendidikannya di Indonesia.  Kebijakan yang secara resmi memperluas kerjasama dan 
pembukaan pasar jasa pendidikan terbuka untuk semua pelaku di Indonesia berlaku setelah Indonesia 
meratifikasi General Agreement on Trade in Services (GATS) pada tahun 1994. Kesepakatan ini 
merupakan pintu masuknya perguruan tinggi asing untuk menyediakan jasa layanan pendidikan tinggi di 
Indonesia.  
Impelementasi yang lebih kongkrit, Presiden RI pada tanggal 16 November 2007 telah 
mengeluarkan PP No 103 tahun 2007 tentang pengesahan Regional Convention on the Recognition of 
Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Konvensi tersebut 
merupakan konvensi yang digagas oleh Unesco untuk menjamin kesetaraan dan pengakuan pendidikan 
tinggi, ijazah dan gelar di kawasan Asia dan Pasifik. Perguruan tinggi di Indonesia harus menyiapkan diri 
dan mengantisipasi konsekuensi dari konvensi tersebut. Meski demikian pemerintah telah membuat 
pengaturan lebih operasional tentang gelar ganda, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.26 
Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga 
Lain di Luar Negeri, harus disepakati persentasi perkuliahan di kedua universitas. Pada pasal 12 ayat 2 
disebutkan, untuk memperoleh ijazah, gelar akademik dan/atau vokasi, program studi pada program gelar 
ganda memiliki kesamaan beban studi paling sedikit 75 persen. Peraturan lain pada Keputusan Menteri 
Pendidikan Nasional 223/1998 pasal 9 menyebutkan perguruan tinggi (PT) atau lembaga di luar negeri 
dapat melakukan kerja sama dalam bentuk kontrak manajemen dengan PT di Indonesia yang sudah ada.  
 
Penutup  
Pendidikan memang tidak bisa menyendiri untuk maju, karena perkembangan ilmu yang  sangat 
cepat, sehingga mutlak diperlukan kerjasama antar lembaga pendidikan terutama peguruan tinggi. Namun 
kerjasama yang ada harus bisa meningkatkan kinerja masing-masing PT dengan prinsip kesetaraan, saling 
menghormati, dan saling menguntungkan; memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum 
internasional; serta tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa dan negara, pertahanan dan 
keamanan nasional. Dengan demikian akan terjadi knowledge based society dengan berlandaskan pada 
knowledge management. 
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